
walikota ten tang 

Pelayanan pada Unit 

Bersalin Paten Kota 

menatapkan Peraturan 

Pemanfaatan Pendapatan 

Pelaksana Teknis Klinik 

Magelang; 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan 

pelayanan Unit Pelaksana Teknis Klinik Bersalin 

Paten dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, 

perlu didukung dengan pengelolaan dana pendapatan 

yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

b. bahwa dengan adanya penyesuaian Nomenklatur 

Rumah Bersalin Paten menjadi Klinik Bersalin Paten 

dan penyesuaian J asa Pelayanan dari pendapatan 

nonkapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan menjadi dari seluruh pendapatan Unit 

Pelaksana Teknis Klinik Bersalin Pa ten; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

WALIKOTA MAGELANG, 

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG 

NOMOR BG TAHUN 2020 

TENTANG 

PEMANFAATAN PENDAPATAN PELAYANAN PADA 

KLINIK BERSALIN PATEN KOTA MAGELANG 

TAHUN 2020 NOMOR 

Menimbang 

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG 

WALIKOTA MAGELANG 
PROVINS! JA WA TENGAH 



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kecil dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan 

Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4456); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5256); 

Mengingat 



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi 

Jaminan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

1392); 

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan Untuk Jasa Pelayanan 

Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 874 ); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada 

fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas 

kesehatan tingkat lanjutan dalam penyelenggaraan 

program jaminan kesehatan; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 

tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan 

Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 

Pemerintah daerah; 



PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN 

PENDAPATAN PELAYANAN PADA KLINIK BERSALIN 

PATEN KOTA MAGELANG. 

MEMUTUSKAN: 

11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 

2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 

2019 Nomor 3); 

12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 

2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Magelang Nomor 55) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Magelang Nomor 101); 

13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 

2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Magelang N omor 94); 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 

tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 

15. Peraturan Walikota Magelang Nomor 58 Tahun 2019 

tentang Pernbentukan, Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Klinik Bersalin Paten pada Dinas 

Kesehatan Kota Magelang (Berita Daerah Kota 

Magelang Tahun 2019 Nomor 58); 

Menetapkan 



Pasal 1 

1. Daerah adalah Kota Magelang. 

2. Pemerintah Daerah adalah W alikota sebagai unsur 

Penyelenggara Pmerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Magelang. 

4. Unit Pelaksana Teknis Klinik Bersalin Paten yang 
selanjutnya disebut Klinik Bersalin Paten adalah 

organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis 

operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang 

tertentu pada Dinas Kesehatan Daerah. 

5. Pendapatan adalah semua pembiayaan dari 

pelayanan kesehatan di Klinik Bersalin Paten dari 

hasil pemeriksaan, tindakan, konsultasi maupun 

biaya rawat inap pasca persalinan, tindakan pra 

rujukan dan pelayanan keluarga berencana. 

6. Jasa Sarana adalah biaya yang timbul karena 

pemanfaatan sarana di Klinik Bersalin Paten baik 

biaya investasi untuk mengadakan sarana, 

pemeliharaan, sumber daya yang diserap terkait 

dengan pengoperasian suatu sarana serta biaya 

operasional lainnya. 

7. Jasa Pelayanan adalah biaya yang timbul karena 

perlunya kompensasi untuk pemenuhan kebutuhan 

(kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, 

aktualisasi diri) yang selaras dengan jenjang motivasi 

manusia baik pelaksana langsung maupun tidak 

langsung suatu pelayanan atas dasar rasa keadilan 

dan kepatutan baik dalam lingkungan Dinas 

Kesehatan maupun diluar Dinas Kesehatan. 

BAB! 

KETENTUAN UMUM 



Pasal 3 

(1) Pengalokasian pendapatan untuk pembayaran Jasa 

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran 

Jasa Pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan 

dan tenaga nonkesehatan yang melakukan 

pelayanan pada Klinik Bersalin Paten. 

(2) Pembagian Jasa Pelayanan kesehatan kepada tenaga 

kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat { 1) ditetapkan dengan 

mempertimbangkan variabel: 

BAB III 

JASA PELAYANAN KESEHATAN 

operasional pelayanan kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 

40% {empat puluh persen) dari seluruh pendapatan 

pelayanan. 

(4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas 

Kesehatan Daerah. 

biaya 

Pasal 2 

( 1) Pendapatan dari biaya pelayanan yang diterima oleh 

Klinik Bersalin Paten dimanfaatkan seluruhnya 

untuk: 

a. pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan; dan 

b. dukungan biaya operasional pelayanan 

kesehatan. 

(2) Pengalokasian pembayaran Jasa Pelayanan 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) 

dari seluruh pendapatan pelayanan. 

(3) Pengalokasian pembayaran dukungan 

BAB II 

PEMANFAATAN PENDAPATAN PELAYANAN 



Pasal 4 

(1) Pengalokasian pendapatan untuk dukungan biaya 

operasional pelayanan kesehatan sebagimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dimanfaatkan 

untuk: 

a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis 

pakai; dan 
b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan 

lainnya. 

(2) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis 

habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, dibelanjakan dengan mempertimbangkan: 

a. ketersediaan obat; 

b. alat kesehatan; dan 

c. bahan medis habis pakai, 

yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Dukungan operasional pelayanan kesehatan lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

meliputi: 

a. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan 

preventif promotif, kuratif dan rehabilitative 

laimmya; 

b. operasional klinik bersalin paten; 

c. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/ atau 

d. administrasi keuangan dan sistem Informasi. 

BAB IV 

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN 

a. jenis ketenagaan dan/ atau jabatan; dan 

b. kehadiran. 

(3) Tata cara penghitungan Jasa Pelayanan kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah. 



Pasal 7 

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan W alikota ini mulai berlaku, maka 

Peraturan Walikota Magelang Nomor 82 Tahun 2013 

tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Dan Pemanfaatan 

Dana Persalinan Di Rumah Bersalin Paten Kota 

Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2013 

Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 82 

Tahun 2013 ten tang Pedoman Pelaksanaan Sistem Dan 

Pemanfaatan Dana Persalinan Di Rumah Bersalin Paten 

Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 

2019 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan 

W alikota ini melalui Kepala Dinas Kesehatan dan kepala 

Klinik Bersalin Paten secara berjenjang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABY 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 



BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 36 

JOKO BUDIYONO 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, 

Diundangkan di Magelang 
pada tanggal ~t!, A.9u 9fv9 ~o~o 

SIGIT WIDYONINDITO 

ALIKOTA MAGELANG, 

Dite apkan di Magelang 
Q?3> A9u~-tv.s ~[).o 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan W alikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang. 


